BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

Menimbang

Mengingat

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sampang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Daerah  tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sampang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sampang.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan-Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk



Menetapkan

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah
Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten SampangTahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) diubah
sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) Pasal,
yakni Pasal 15A, 15B, 15C dan 15D sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 15A
(1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sesuai
ketentuan.



(2) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk
kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.
Dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 15B
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan
reses diberikan biaya perjalanan dinas dalam hal
memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
(2) Kegiatan reses sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam
1 (satu) kali reses.

Pasal 15C

(1) Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan reses
oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD sesuai
ketentuan.

(2) Fasilitasi pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pendampingan dari staf
Sekretariat DPRD serta fasilitasi sarana prasarana
dalam hal memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan
Daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15D
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan reses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, dibayarkan dengan mekanisme
sesuai ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan
keuangan Daerah.

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan ditambah 4
(empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai:

Pasal 35

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf a terdiri atas:

penyelenggaraan rapat;

kunjungan kerja;

pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;

peningkatan  kapasitas dan  profesionalisme

sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD.

(2) Penyelenggaran rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan di dalam gedung
DPRD, dan dalam hal rapat DPRD tidak dapat
dilaksanakan dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat
di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi

oo



Diundangkan di
pada tanggal

dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah.
(3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi kegiatan:
a. Kunjungan kerja dalam menjalankan fungsi
pengawasan;
b. Kunjungan kerja Komisi; dan
c. Kunjungan kerja dalam hal menindaklanjuti
aspirasi dan pengaduan masyarakat.
(4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Maret 2023
BUPATI SAMPANG,

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

: Sampang
: 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR

43-4/2023
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

UMUM

Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan
mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, maka perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. Secara yuridis,
perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang ini disebabkan adanya
perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang
mengatur DPRD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak
terjadi vertical conflict of norm, yakni pertentangan antara Perda
dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan
menteri. Peraturan Perundang- undangan yang dimaksud adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Raryat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197). Perubahan terhadap suatu
peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i)
perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu;
(ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau
penyisipan bab, pasal, atau ayat baru.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas
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Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 4



